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ABSTRAK 

 
Dari observasi yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, 

peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perjanjian kerja antara 

pemilik kebun dan para pekerja, termasuk penjaga kebun, dilakukan secara lisan 

atas dasar kepercayaan karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. 

Namun, sering terjadi permasalahan antara pemilik kebun dengan penjaga kebun 

disebabkan penjaga kebun tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah 

disepakati sebelumnya secara lisan dalam perjanjian. Salah satu contohnya adalah 

penjaga kebun mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan 

menjualnya kepada orang lain. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap 

pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak? Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu 

penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan 

Sungai Apit Kabupaten Siak adalah terjadinya tindak pidana penggelapan yang 

dilakukan oleh penjaga kebun yaitu penjaga kebun bekerja sama dengan ‘ninja 

sawit’ untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan menjualnya kepada 

‘toke’ kelapa sawit. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah 

pemilik kebun memberikan gaji yang kecil kepada penjaga kebunnya yaitu di 

bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak tahun 2023, kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun, serta tindak pidana penggelapan 

yang dilakukan oleh penjaga kebun merupakan tindak pidana ringan. Upaya untuk 

mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun 

kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah tindak pidana 

penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh penjaga kebun diselesaikan 

secara kekeluargaan oleh Kepolisian Sektor Sungai Apit berdasarkan Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan 

Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. 

 
Kata kunci: Perjanjian Kerja, Tindak Pidana, Kelapa Sawit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pengaturan sektor ketenagakerjaan mempunyai banyak keterkaitan. 

Keterkaitan tersebut tidak hanya mengenai kepentingan tenaga kerja sebelum, 

selama, dan sesudah masa kerja saja, tetapi juga keterkaitan dengan 

kepentingan pengusaha serta kepentingan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif mulai dari 

peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, perluasan lapangan 

kerja, pembinaan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja, hingga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial.
1
 

Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pemberi kerja dan tenaga 

kerja berdasarkan suatu perjanjian yang mengatur mengenai pekerjaan dan 

upah kerja. Perjanjian kerja biasanya di buat secara tertulis. Namun, 

berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan diatur bahwa perjanjian kerja dapat di buat secara tertulis dan 

dapat juga di buat secara lisan.
2
 Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja, Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan. Artinya, perjanjian kerja 

dapat di buat secara tertulis dan dapat juga di buat secara lisan. 

 

1
 Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan: Hubungan Kerja, (Bandung: Penerbit Kaifa, 

2017), hlm. 13. 
2
 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5. 
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Perjanjian kerja dapat di buat secara tertulis dan dapat juga di buat secara 

lisan. Pada prinsipnya, perjanjian kerja dibuat secara tertulis. Namun, melihat 

kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dimungkinkan perjanjian kerja 

dibuat secara lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 

perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja antarkerja antardaerah, 

perjanjian kerja antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja di laut.
3
 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk kepulauan yang di 

bagi atas daerah-daerah provinsi serta kabupaten dan kota. Sebagai negara 

yang bercorak agraris, salah satu mata pencarian utama masyarakat di 

Indonesia adalah perkebunan, termasuk di Provinsi Riau. Provinsi Riau dikenal 

sebagai daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia 

dengan luas mencapai lebih kurang 4 (empat) juta hektar. Sebagian besar 

perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh perusahaan, baik perusahaan 

swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). Namun, 1,3 juta hektar merupakan perkebunan kelapa sawit 

milik masyarakat yang dikelola secara kekeluargaan.
4
 

Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh masyarakat berdasarkan perjanjian 

kerja antara pemilik kebun dan para pekerja, termasuk penjaga kebun. Dasar 

hukum yang mengatur mengenai perjanjian di Indonesia adalah Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

 

3
 Ahmad Rizki Sridadi, Pedoman Perjanjian Kerja Bersama, (Malang: Empat Dua 

Media, 2016), hlm. 22. 
4
 https://mediaperkebunan.id/56-persen-perkebunan-sawit-rakyat-di-riau-ada-di- 

kawasan-hutan/ 
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Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
5
 

Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut “prestasi”. 

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan 

bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak 

berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang 

telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak tersebut dikatakan telah 

melakukan “wanprestasi”.
6
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai 

Apit Kabupaten Siak. Dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan 

Sungai Apit, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perjanjian 

kerja antara pemilik kebun dan penjaga kebun, dilakukan secara lisan atas 

dasar kepercayaan karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun, 

sering terjadi permasalahan antara pemilik kebun dengan penjaga kebun 

disebabkan penjaga kebun tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang 

telah disepakati sebelumnya secara lisan dalam perjanjian. Salah satu 

contohnya adalah penjaga kebun mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun 

tanpa izin dan menjualnya kepada orang lain. 

Perbuatan yang dilakukan oleh penjaga kebun di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena penjaga 

kebun diduga telah mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan 

menjualnya  kepada  orang  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi. 

Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia 
 

5
 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2009), hlm. 10. 
6
 Supeno, Dasar-dasar Hukum Perikatan, (Jambi: Salim Media, 2019), hlm. 55. 
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yang dapat dihukum.
7
 Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) 

berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
8
 

Tindak pidana yang dilakukan oleh penjaga kebun adalah tindak pidana 

penggelapan. Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

diatur bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 

suatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena 

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). 

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana diatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 

karena mata pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Adami Chazawi, 

tindak pidana penggelapan yang terjadi dikarenakan adanya hubungan kerja 

atau mata pencarian atau karena pelaku mendapatkan upah dari korban dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.
9
 

Pada tahun 2022, salah seorang pemilik kebun kelapa sawit yang ada di 

Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit yang bernama Pak Ober Sitorus 

 

7
 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2007), hlm. 121. 
8
 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 

65. 
9
 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Media Nusa Creative, 

2016), hlm. 87. 
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melaporkan penjaga kebunnya yang bernama Adi Sitorus kepada Kepolisian 

Sektor (Polsek) Sungai Apit karena diduga mengambil buah kelapa sawit 

miliknya tanpa izin lalu menjualnya. 

Pada tahun 2023, Babinkamtibmas Kampung Tanjung Kuras menerima 

laporan pencurian sekaligus penggelapan buah kelapa sawit dari Pak Antoni 

Marbun yang melaporkan penjaga kebunnya yang bernama Samuel Marbun 

karena diduga bekerja sama dengan ‘ninja sawit’ untuk mengambil buah kelapa 

sawit miliknya tanpa izin dan menjualnya kepada ‘toke’ penampung sawit. 

Pada tahun 2023, salah seorang pemilik kebun kelapa sawit yang ada di 

Kampung Parit Kecamatan Sungai Apit yang bernama Pak Dimson Saragih 

melaporkan penjaga kebunnya yang bernama Ucok kepada Kepolisian Sektor 

(Polsek) Sungai Apit karena diduga menjual sebagian pupuk kelapa sawit 

miliknya dan juga menjual buah kelapa sawit miliknya. 

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan lahir karena wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum. Seseorang wajib bertanggung jawab karena 

dinyatakan bersalah, baik perbuatan yang disengaja maupun karena kelalaian. 

Pertanggungjawaban atas dasar risiko lahir karena suatu kedudukan hukum. 

Seorang pengusaha bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dijalankan. 

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul 

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGELOLA KEBUN 

KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN 

SIAK”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun 

kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak? 

2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten 

Siak? 

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan 

hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan 

Sungai Apit Kabupaten Siak? 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan 

penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit 

di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan 

hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola 

kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. 

c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan 

upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum 

pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan 

Sungai Apit Kabupaten Siak. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta merupakan persyaratan wajib dalam 

menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 

b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan 

ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Bisnis serta dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang 

meneliti mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengelola 

kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. 

c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi 

Kepolisian Sektor Sungai Apit Kabupaten Siak serta pemilik 

kebun dan penjaga kebun di Kecamatan Sungai Apit dalam 

mengambil kebijakan mengenai penegakan hukum pidana 

terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai 

Apit Kabupaten Siak. 
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D. Kerangka Teori 

 

1. Teori Perjanjian 

Istilah “perjanjian” berasal dari bahasa Belanda yaitu ovreenkomst. 

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah 

suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, 

dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu 

hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji itu.
10

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur beberapa asas 

dalam Hukum Perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian 

sebagai hukum yang bersifat mengatur, asas pacta sunt servanda, asas 

konsensual, asas obligatoir dari suatu perjanjian, dan asas keterikatan pada 

perjanjian sama dengan keterikatan pada undang-undang. Menurut Ridwan 

Khairandy, asas-asas dalam Hukum Perjanjian yaitu: 

a. Asas konsensualisme 
 

Asas konsensualisme artinya perjanjian lahir pada saat terjadinya 

kesepakatan antara para pihak walaupun perjanjian tersebut belum 

dilaksanakan. 

b. Asas kebebasan berkontrak 
 

 

 

 

10
 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Bandung, 

2000), hlm. 28. 
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Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak diberikan kebebasan 

untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian, namun perjanjian 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

c. Asas pacta sunt servanda 

 

Asas pacta sunt servanda artinya perjanjian yang dibuat secara sah 

oleh para pihak berlaku dan mengikat seperti undang-undang bagi 

pihak yang membuat perjanjian tersebut. 

d. Asas itikad baik 
 

Asas itikad baik artinya dalam membuat perjanjian, para pihak harus 

memiliki niat yang baik mulai dari tahap perumusan perjanjian hingga 

perjanjian tersebut dilaksanakan sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan di kemudian hari.
11

 

 

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebutkan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yaitu ada 

kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, ada kecakapan 

para pihak untuk membuat perjanjian, ada suatu pokok tertentu yang 

diperjanjikan, serta pokok yang diperjanjikan halal dan tidak melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pertama dan kedua 

merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan 

syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif di 

 

11
 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 

hlm. 63. 
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atas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila suatu perjanjian tidak 

memenuhi syarat objektif di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 

 

2. Teori Penegakan Hukum 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hukum 

adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Penegakan hukum dalam bahasa 

Inggris dikenal dengan istilah Law Enforcement. Menurut Jimly Asshiddiqie, 

penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12

 

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu 

negara. Artinya, negara mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk 

melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan 

penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut perbuatan ‘main hakim 

sendiri’ atau ‘peradilan jalanan’. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana diatur bahwa lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan 

hukum dalam Criminal Justice System adalah aparatur penegak hukum, yaitu 

Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.
13

 

Inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan 

 

menyerasikan hubungan-hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan dalam 
 

12
 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 46. 
13

 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 

hlm. 33. 
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kaidah-kaidah yang menjelma, baik dalam sikap maupun tindakan, sebagai 

rangkaian dari penjabaran terhadap nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, 

dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Secara 

filosofis dan idealis, setiap langkah yang diambil dalam poses penegakan 

hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan dari hukum. 

 

3. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban dan hak. Menurut 

Hans Kelsen, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang 

dilakukannya. Dasar pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata terbagi dua, 

yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas 

dasar risiko.
14

 Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan lahir karena 

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Seseorang wajib bertanggung 

jawab karena dinyatakan bersalah, baik perbuatan yang disengaja maupun 

karena kelalaian. Pertanggungjawaban atas dasar risiko lahir karena suatu 

kedudukan hukum. Seorang pengusaha bertanggung jawab atas kegiatan usaha 

yang dijalankan dan kesejahteraan pekerja pada usaha tersebut. 

Menurut Ridwan Khairandy, prinsip-prinsip dalam etika bisnis antara 

lain yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik (beneficence) 

dan tidak berbuat jahat (non-maleficence), prinsip keadilan, serta prinsip 

hormat kepada diri sendiri dan orang lain.
15

 

 

 

 

14
 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 27. 

15
 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, 

dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 50. 
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E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian 

Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai 

pelaksanaan hukum terhadap masyarakat dan efektivitas pengenaan 

sanksi hukum. Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum 

pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai 

Apit Kabupaten Siak serta hambatan-hambatan dalam penegakan 

hukum dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- 

hambatan tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten 

Siak. Dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat 

bahwa perjanjian kerja antara pemilik kebun dan para pekerja, 

termasuk penjaga kebun, dilakukan secara lisan atas dasar 

kepercayaan karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. 

Namun, sering terjadi permasalahan antara pemilik kebun dengan 

penjaga kebun disebabkan penjaga kebun tidak melaksanakan 

kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya secara lisan 

dalam perjanjian. Salah satu contohnya adalah penjaga kebun 

mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan 

menjualnya kepada orang lain. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah: 

1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai 

Apit, yang berjumlah 1 orang. 

2) Kepala Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, 

yang berjumlah 15 orang. 

3) Babinkamtibmas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten 

Siak, yang berjumlah 8 orang. 

4) Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak, yang berjumlah 5 orang. 

5) Penjaga kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak, yang berjumlah 20 orang. 

b. Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai 

responden. Sampel dalam penelitian ini adalah: 

1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai 

Apit, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode 

sensus. 

2) Kepala Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, 

yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode 

random. 
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3) Babinkamtibmas di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten 

Siak, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode 

purposif. 

4) Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan 

dengan metode purposif. 

5) Penjaga kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak, yang berjumlah 5 orang, ditetapkan 

dengan metode random. 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

  Jumlah   

No. Jenis Populasi   Persentase 
  Populasi Sampel  

1 Kepala  Unit  Reserse  Kriminal 

Kepolisian Sektor Sungai Apit 

 

1 
 

1 
 

100 

2 Kepala Desa di Kecamatan 

Sungai Apit Kabupaten Siak 
15 3 20 

3 Babinkamtibmas  di  Kecamatan 

Sungai Apit Kabupaten Siak 
8 3 37,5 

4 Pemilik kebun kelapa sawit di 

Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak 

   

 5 3 60 

5 Penjaga kebun kelapa sawit di 

Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak 

   

 20 5 25 

 Jumlah 49 15 30,6 

Sumber: Data penelitian skripsi tahun 2024 
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4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kecamatan 

Sungai Apit Kabupaten Siak melalui observasi dan wawancara 

dengan para responden. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum 

melalui studi kepustakaan. 

c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer 

dan data sekunder, seperti berita di media internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

di lokasi penelitian. 

b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah disusun secara lisan kepada para responden. 

c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan 

perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum 

yang relevan dengan permasalahan. 
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6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah teknik dalam 

menganalisis data yang berasal dari jawaban para responden dalam 

bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dicocokkan dengan peraturan 

perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Metode Deduktif. Metode Deduktif adalah metode dalam 

menarik kesimpulan dari materi yang bersifat umum ke materi yang 

bersifat khusus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di 

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah terjadinya tindak 

pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun yaitu penjaga 

kebun bekerja sama dengan ‘ninja sawit’ untuk mengambil buah 

kelapa sawit tanpa izin dan menjualnya kepada ‘toke’ kelapa sawit. 

2. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun 

kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah 

pemilik kebun memberikan gaji yang kecil kepada penjaga kebunnya 

yaitu di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak tahun 2023, 

kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun, serta 

tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun 

merupakan tindak pidana ringan. 

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana 

terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak adalah tindak pidana penggelapan dengan pemberatan 

yang dilakukan oleh penjaga kebun diselesaikan secara kekeluargaan 

oleh Kepolisian Sektor Sungai Apit berdasarkan Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. 
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B. Saran 

1. Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit sebaiknya 

membayar gaji penjaga kebunnya sesuai dengan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) Siak tahun 2024 yaitu Rp3.465.930 (tiga juta 

empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) 

agar penjaga kebun dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan 

tidak melakukan tindak pidana sehingga pohon kelapa sawit menjadi 

lebih terawat, pupuk tidak cepat habis, dan hasil panen buah kelapa 

sawit yang sesuai dengan luas kebun. 

2. Penjaga kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit sebaiknya 

menjalankan pekerjaannya dengan baik dan tidak melakukan tindak 

pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan 

seperti mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan menjualnya 

kepada ‘toke’ kelapa sawit. 

3. Aparatur penegak hukum Kepolisian Sektor Sungai Apit sebaiknya 

mengedepankan musyawarah dan mengupayakan perdamaian dalam 

menyelesaikan permasalahan antara pemilik kebun kelapa sawit dan 

penjaga kebunnya sebagaimana amanat dari Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. 
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